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Islam Kontemporer Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

status hukum mahar berbentuk cek berdasarkan konsep
qabd, kepemilikan (al-milk al-tamm), serta ketentuan
hukum positif yang mengatur instrumen pembayaran
non-tunai.  Penelitian = menggunakan  pendekatan
normatif-komparatif dengan metode analisis deskriptif
dan analisis hukum komparatif melalui studi pustaka
terhadap sumber hukum Islam, peraturan perundang-
undangan, fatwa, dan literatur ilmiah yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cek diakui
sebagai alat pembayaran yang sah dalam hukum
positif Indonesia, namun dalam perspektif figih Islam
penyerahan cek belum sepenuhnya memenuhi unsur
kepemilikan dan qabd secara sempurna karena
manfaat ekonominya masih bersifat potensial hingga
proses pencairan berhasil dilakukan. Oleh karena itu,
keabsahan mahar berbentuk cek dapat diterima secara
bersyarat sepanjang terdapat jaminan kepastian
pencairan dan perlindungan terhadap hak penerima
mahar.  Penelitian ini menegaskan pentingnya
rekonstruksi konsep hukum Islam terhadap instrumen
transaksi modern agar tetap relevan dengan
perkembangan sistem ekonomi kontemporer tanpa
mengabaikan prinsip kepastian dan keadilan dalam
akad perkawinan.

PENDAHULUAN
Mahar dalam hukum Islam menempati posisi fundamental sebagai instrumen yuridis
sekaligus simbolik yang merepresentasikan penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen dalam
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relasi perkawinan. Dalam kerangka figih munakahat, mahar tidak sekadar dipahami sebagai
pemberian materi, melainkan sebagai hak eksklusif perempuan yang harus dipenuhi dengan
prinsip kejelasan nilai (ma ‘liim), kepemilikan yang sah (al-milk al-tamm), serta kemungkinan
penyerahan (al-gabd) (Az-zuhaili, 2011). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa mahar
bukan sekadar formalitas akad, tetapi bagian dari mekanisme perlindungan hukum terhadap
perempuan dalam struktur keluarga Islam kontemporer yang semakin kompleks. Dalam konteks
ini, keberadaan mahar tidak dapat dilepaskan dari tuntutan kepastian hukum dan keadilan
substantif, terutama ketika dihadapkan pada transformasi sosial dan ekonomi modern.

Namun, perkembangan sistem ekonomi global yang ditandai dengan digitalisasi transaksi
dan pergeseran menuju cashless society telah membawa implikasi signifikan terhadap praktik
pemberian mahar. Data Bank Indonesia menunjukkan peningkatan transaksi non-tunai secara
konsisten dalam lima tahun terakhir, khususnya melalui instrumen digital dan perbankan (Bank
Indonesia, 2019). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga
merambah praktik sosial-keagamaan, termasuk dalam bentuk dan mekanisme pemberian mahar.
Penelitian (Khalil, Kuswendi, & Kusmawaningsih, 2025).menunjukkan bahwa praktik mahar di
masyarakat Indonesia mengalami transformasi dari bentuk konvensional menuju bentuk simbolik,
estetis, dan non-tunai sebagai refleksi perubahan nilai sosial dan budaya. Dengan demikian,
mahar tidak lagi berdiri sebagai institusi statis, melainkan mengalami reinterpretasi dalam
konteks modernitas.

Salah satu manifestasi konkret dari transformasi tersebut adalah munculnya praktik
pemberian mahar dalam bentuk instrumen non-tunai, termasuk cek sebagai alat pembayaran.
Dalam praktiknya, penggunaan cek sebagai mahar mulai ditemukan di beberapa komunitas urban
yang memiliki akses terhadap sistem perbankan, meskipun belum terdokumentasi secara luas
dalam laporan resmi. Cek, sebagai surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD), memiliki karakteristik sebagai perintah pembayaran yang bersifat tidak
langsung (deferred payment) dan bergantung pada ketersediaan dana pada saat pencairan
(Hanifah., 2025). Karakter ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam perspektif hukum Islam:
apakah penyerahan cek dapat dianggap sebagai penyerahan mahar yang sah, mengingat nilai
ekonominya belum terealisasi secara aktual pada saat akad?

Dari perspektif figih, persoalan ini menjadi problematik karena menyentuh aspek
ontologis mahar sebagai objek akad. Mahar harus memenuhi kriteria sebagai mal mutagawwim,
yakni harta yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara syar’i, serta berada dalam
kepemilikan penuh pihak pemberi (Rohman, 2025). Dalam konteks cek, kepemilikan atas nilai
nominal yang tertera belum sepenuhnya berpindah pada saat penyerahan fisik, melainkan baru
terjadi setelah proses pencairan berhasil. Kondisi ini membuka potensi terjadinya gharar
(ketidakpastian) dan ma ‘dum (ketiadaan objek pada saat akad), yang dalam figih muamalah
merupakan unsur yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi (Bagraff & Riyanto,
2024). Oleh karena itu, penggunaan cek sebagai mahar tidak hanya menjadi persoalan teknis,
tetapi juga menyangkut validitas konseptual dalam hukum Islam.

Di sisi lain, dalam kerangka hukum positif Indonesia, cek diakui sebagai instrumen
pembayaran yang sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai surat berharga. KUHD memberikan
legitimasi terhadap penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial, yang
kemudian diperkuat oleh praktik perbankan modern. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
sebagai rujukan utama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur
bentuk mahar non-tunai, termasuk cek. Ketidakhadiran pengaturan ini menciptakan ruang
ketidakpastian normatif (rechtsvacuum) yang berpotensi menimbulkan problem praktis, terutama
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dalam kasus kegagalan pencairan cek (cek kosong). Dalam situasi tersebut, muncul pertanyaan

krusial: apakah mahar dianggap telah sah diberikan, ataukah berubah status menjadi utang suami?

Ketegangan antara prinsip kepastian dalam figih dan fleksibilitas dalam hukum positif inilah
yang menjadi urgensi utama penelitian ini (Roziana, Efendi, Herlika, Ameilia, & Utami, 2023).

Dalam perspektif fiqih, problem penggunaan cek sebagai mahar tidak dapat dilepaskan
dari perdebatan konseptual mengenai validitas objek akad dalam hukum Islam. Fiqih klasik
menempatkan syarat kejelasan (ma ‘lim), kepemilikan sempurna (al-milk al-tamm), dan
kemampuan untuk diserahterimakan (al-qabd) sebagai prasyarat sahnya suatu objek dalam akad,
termasuk mahar (Muhammad, 2025). Namun, cek sebagai instrumen pembayaran tidak
merepresentasikan harta secara langsung, melainkan hanya sebagai klaim atas sejumlah dana
yang baru terealisasi setelah proses pencairan. Hal ini menimbulkan ketegangan epistemologis:
apakah representasi nilai dapat disamakan dengan keberadaan nilai itu sendiri? Jika tidak, maka
penyerahan cek berpotensi dikategorikan sebagai penyerahan objek yang belum sempurna
keberadaannya, sehingga mengandung unsur gharar yang dilarang dalam transaksi syariah
(Shohih & Setyowati, 2021)

Dari sisi hukum positif, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena adanya
perbedaan rezim hukum yang mengatur objek yang sama. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD) secara eksplisit mengakui cek sebagai surat berharga yang sah dan memiliki fungsi
sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial. Namun, pengakuan tersebut didasarkan pada
asumsi bahwa cek merupakan bagian dari sistem kepercayaan dalam mekanisme perbankan
modern, bukan sebagai objek akad yang harus memenuhi prinsip kepastian sebagaimana dalam
hukum Islam. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan
spesifik terkait bentuk mahar non-tunai, sehingga tidak menyediakan kerangka normatif untuk
menilai keabsahan instrumen seperti cek dalam akad nikah. Ketidaksinkronan ini menunjukkan
adanya disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif yang belum mendapatkan
penyelesaian konseptual (R. S. Putri, Izzatul, & Prastyanti, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep mahar dari berbagai perspektif,
terutama dalam kerangka fiqih klasik dan hukum positif. (Fikan & Mustofa, 2024) misalnya,
melakukan analisis komparatif antara mazhab Hanafiyah, Undang-Undang Perkawinan, dan
Kompilasi Hukum Islam, yang menunjukkan bahwa mahar memiliki fleksibilitas bentuk selama
memenuhi prinsip nilai dan kesepakatan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Ritonga &
Adly, 2026)Ritonga dan yang menekankan bahwa keabsahan mahar lebih ditentukan oleh
terpenuhinya syarat fiqih daripada bentuknya. Namun, kedua penelitian ini cenderung berhenti
pada level konseptual dan belum menguji bagaimana prinsip-prinsip tersebut bekerja ketika
dihadapkan pada instrumen pembayaran modern yang bersifat tidak langsung.

Dalam konteks perkembangan bentuk mahar, beberapa studi mulai mengkaji fenomena
mahar non-konvensional, termasuk mahar unik dan non-materi. (Wafi, Choeri, & Hudi, 2024)
menunjukkan bahwa mahar dalam bentuk tidak lazim tetap diperbolehkan selama tidak
bertentangan dengan prinsip syariah, sementara (Saidah, n.d.) menegaskan bahwa mahar non-
materi dapat diterima sepanjang memiliki nilai manfaat yang jelas. Di sisi lain, (Afrelian, 2025)
mengusulkan rekonstruksi mahar sebagai akad finansial yang dapat dianalisis dalam kerangka
ekonomi modern. Meskipun demikian, studi-studi tersebut belum secara spesifik mengkaji
implikasi penggunaan instrumen non-tunai terhadap aspek kepemilikan dan penyerahan, sehingga
masih menyisakan pertanyaan mendasar mengenai validitasnya dalam perspektif figih.

Kajian mengenai transaksi non-tunai dalam perspektif figih muamalah juga telah
berkembang, terutama dalam merespons fenomena digitalisasi ekonomi. (Abdulfattah &
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Kurniawan, 2018)menegaskan bahwa transaksi non-tunai pada prinsipnya diperbolehkan selama
memenuhi syarat kejelasan, keamanan, dan terhindar dari unsur gharar. Selain itu, Fatwa DSN-
MUI No. 116/DSN-MUIIX/2017 tentang uang elektronik syariah memberikan legitimasi
terhadap penggunaan instrumen pembayaran modern dalam kerangka syariah (Maulana, Bakar,
& Ulya, 2017). Namun, kajian-kajian tersebut masih terbatas pada konteks transaksi ekonomi dan
belum mengintegrasikan analisisnya ke dalam ranah hukum keluarga Islam, khususnya terkait
mahar sebagai bagian dari akad nikah. Ketiadaan integrasi ini menunjukkan bahwa hubungan
antara figih muamalah dan fiqih munakahat dalam konteks instrumen non-tunai masih belum
terjelaskan secara memadai.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terlihat bahwa diskursus mengenai
mahar masih terfragmentasi dalam beberapa domain yang belum terintegrasi secara konseptual.
Studi-studi figih munakahat cenderung berhenti pada pembahasan normatif mengenai syarat dan
kedudukan mahar tanpa menguji relevansinya dalam konteks instrumen ekonomi modern. D1 sisi
lain, kajian figih muamalah telah berkembang dalam membahas legitimasi transaksi non-tunai,
tetapi tidak mengaitkannya dengan implikasi hukum dalam akad nikah. Keterpisahan ini
menunjukkan adanya kesenjangan epistemologis antara dua cabang fiqih yang seharusnya saling
terhubung, khususnya dalam memahami objek akad yang mengalami transformasi bentuk akibat
perkembangan sistem ekonomi.(Faisal, n.d.)Oleh karena itu, diperlukan pendekatan
interdisipliner yang menggabungkan fiqih munakahat dan muamalah untuk merumuskan
kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam konteks ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian yang mengkaji mahar sebagai fenomena sosial modern cenderung
berfokus pada aspek simbolik, estetika, dan nilai budaya, tanpa menyentuh problem fundamental
terkait validitas hukum objek mahar. Pendekatan ini, meskipun memberikan kontribusi pada
pemahaman sosiologis, sering kali mengabaikan dimensi ontologis dari mahar sebagai objek akad
yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam figih. Akibatnya, terdapat kecenderungan
penyederhanaan masalah, di mana bentuk mahar dianggap fleksibel tanpa diikuti dengan analisis
kritis terhadap konsekuensi hukumnya. Dalam konteks ini, penggunaan cek sebagai mahar belum
dikaji sebagai problem konseptual yang menyentuh inti dari teori kepemilikan dan penyerahan
dalam hukum Islam (Nihayati, 2022).

Lebih lanjut, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit menguji status cek sebagai
objek mahar dengan menggunakan kerangka analisis yang mengintegrasikan konsep qabd, al-
milk al-tamm, dan validitas objek akad dalam satu kesatuan. Padahal, ketiga konsep tersebut
merupakan pilar utama dalam menentukan keabsahan suatu transaksi dalam figih. Ketiadaan
analisis ini menyebabkan kekosongan dalam menjelaskan bagaimana instrumen pembayaran
yang bersifat tidak langsung dan kontingen dapat diposisikan dalam akad yang menuntut
kepastian. Dengan demikian, research gap dalam penelitian ini bukan sekadar terletak pada objek
kajian (cek), tetapi pada ketidakhadiran kerangka konseptual yang mampu menjembatani antara
teori klasik dan praktik modern (Affero & Mustofa, 2024).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
keabsahan mahar berbentuk cek melalui pendekatan normatif-komparatif yang mengintegrasikan
perspektif figih dan hukum positif Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menguji
apakah cek memenuhi kriteria sebagai mal mutagawwim, serta apakah penyerahannya dapat
dikategorikan sebagai gabd dalam konteks akad nikah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis
sejauh mana hukum positif, khususnya KUHD dan KHI, memberikan ruang legitimasi terhadap
penggunaan cek sebagai mahar, serta bagaimana disharmoni yang ada dapat direkonstruksi secara
normatif (Saftiani, Widi, Azharah, & Alfin, 2025).
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Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan fiqih kontemporer, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai konsep
kepemilikan dan penyerahan dalam konteks instrumen ekonomi modern. Secara praktis, hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penghulu, hakim peradilan agama, serta
masyarakat dalam menentukan keabsahan mahar non-tunai, sehingga tercipta kepastian hukum
dan perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkawinan. Urgensi penelitian ini semakin
menguat mengingat percepatan digitalisasi ekonomi yang tidak hanya mengubah pola transaksi,
tetapi juga menuntut reinterpretasi terhadap konsep-konsep hukum Islam agar tetap relevan dan
aplikatif dalam menjawab problematika kontemporer (Hartono, Ikrom, Mardhatillah, Hasanah, &
Dzikrullah, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan jenis penelitian yuridis-
normatif yang berorientasi pada analisis konseptual terhadap norma hukum dalam dua rezim yang berbeda,
yaitu figih Islam dan hukum positif Indonesia. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter masalah
penelitian yang tidak bersifat empiris, melainkan berkaitan dengan validitas normatif suatu objek hukum,
yaitu keabsahan mahar berbentuk cek dalam perspektif konsep mal, al-milk al-tamm, dan al-gabd.
Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji teks-teks otoritatif seperti Al-Qur’an, hadis,
kitab figih klasik, serta regulasi hukum positif (KHI dan KUHD) sebagai sumber utama dalam
membangun argumentasi hukum. Sementara itu, dimensi komparatif digunakan untuk mengidentifikasi
dan menganalisis titik temu dan ketegangan normatif antara figih dan hukum positif, sehingga dapat
diungkap adanya disharmoni atau kekosongan hukum (rechtsvacuum). Dengan demikian, pendekatan ini
dipilih bukan semata karena kesesuaiannya dengan studi hukum, tetapi karena kemampuannya dalam
menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat konseptual, evaluatif, dan rekonstruktif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research)
yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi kitab fiqih (seperti
Figh al-Islami wa Adillatuhu), Kompilasi Hukum Islam, serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
yang mengatur tentang cek sebagai surat berharga. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah
mutakhir, buku akademik, dan fatwa DSN-MUI yang relevan dengan transaksi non-tunai. Instrumen
utama dalam penelitian ini adalah analisis yuridis-normatif dan interpretasi hukum Islam (istinbat) yang
digunakan untuk menafsirkan konsep-konsep kunci seperti gabd dan kepemilikan dalam konteks modern.
Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif, dengan tahapan: (1) mengidentifikasi
norma hukum dalam fiqih dan hukum positif; (2) menguji konsistensi internal konsep dalam masing-
masing sistem; (3) membandingkan kedua sistem untuk menemukan titik konvergensi dan divergensi;
serta (4) menyusun sintesis argumentatif sebagai dasar rekonstruksi hukum. Pendekatan analisis ini dipilih
karena mampu menjembatani kesenjangan antara teori klasik dan praktik kontemporer, sekaligus
memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki validitas logis, konsistensi normatif, dan
relevansi kontekstual terhadap fenomena yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konstruksi figih Islam, mahar merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari akad
perkawinan dan berfungsi sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengakuan terhadap hak
ekonomi perempuan. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kedudukan mahar dalam akad
nikah, tetapi mayoritas ulama sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi
suami kepada istri meskipun bukan termasuk rukun akad nikah (Adib, 2024). Konsep ini
menunjukkan bahwa mahar tidak hanya diposisikan sebagai simbol moral, tetapi juga sebagai
objek hukum yang memiliki implikasi yuridis terhadap hubungan suami-istri. Dalam perspektif
hukum keluarga Islam, keberadaan mahar berfungsi untuk memastikan adanya tanggung jawab
material dan perlindungan terhadap perempuan dalam struktur perkawinan (Beddu, Mas ari, &
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Yanti, 2024). Oleh karena itu, validitas mahar tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat hukum
yang mengatur objek akad dalam fiqih.

Secara normatif, figih menetapkan bahwa mahar harus memenuhi karakteristik sebagai
mal mutagawwim, yaitu harta yang bernilai, halal, dapat dimanfaatkan, dan diakui keberadaannya
secara syar’i. (Ikbal, 2024) menjelaskan bahwa objek mahar harus memiliki nilai ekonomis yang
jelas dan dapat dimiliki secara sah oleh pihak penerima . Ketentuan ini menunjukkan bahwa
aspek kebermanfaatan (manfa‘ah) dan kepastian nilai menjadi syarat fundamental dalam
menentukan sah atau tidaknya suatu mahar. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hadi, Zaini, &
Aliyah, 2025) yang menyatakan bahwa fleksibilitas bentuk mahar dalam hukum Islam tetap
dibatasi oleh prinsip kejelasan nilai dan kemampuan objek untuk dimanfaatkan secara nyata.
Dengan demikian, fiqih pada dasarnya memberikan ruang terhadap perubahan bentuk mabhar,
tetapi perubahan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar akad dalam hukum Islam.

Selain unsur nilai, figih juga menekankan pentingnya aspek kepemilikan sempurna (al-
milk al-tamm) dalam objek mahar. Kepemilikan dalam fiqih tidak hanya dimaknai sebagai
penguasaan fisik terhadap suatu benda, tetapi juga mencakup legitimasi hukum atas hak
pemanfaatan dan pengalihan objek tersebut (Tanjung & Ziaulhaq, 2022). Dalam konteks ini,
suatu objek belum dapat dijadikan mahar apabila status kepemilikannya masih bersifat potensial
atau bergantung pada syarat tertentu. Prinsip ini menjadi penting karena mahar merupakan hak
istri yang harus dapat dikuasai secara penuh setelah akad berlangsung. Oleh sebab itu, figih
memandang bahwa kepastian kepemilikan merupakan instrumen perlindungan terhadap
kemungkinan kerugian yang dialami pihak perempuan akibat objek akad yang tidak jelas atau
tidak dapat direalisasikan.

Di samping kepemilikan, konsep gabd atau penyerahan juga memiliki posisi sentral dalam
menentukan validitas mahar. Dalam figih muamalah, gabd dipahami sebagai proses
berpindahnya kekuasaan terhadap suatu objek dari pemberi kepada penerima, baik secara fisik
(gabd hagqigi) maupun secara hukum (qabd hukmi) (Faruq, 2020). Konsep ini tidak sekadar
menyangkut perpindahan benda, tetapi juga berkaitan dengan jaminan bahwa penerima benar-
benar memperoleh akses dan manfaat atas objek yang diberikan. Penelitian (M, Akbar,
Wicaksana, & Wiganti, 2024) menunjukkan bahwa perkembangan sistem transaksi modern telah
memperluas makna gabd ke dalam bentuk nonfisik, termasuk transfer dan instrumen digital.
Namun demikian, perluasan tersebut tetap mensyaratkan adanya kepastian akses terhadap nilai
ekonomi yang dipindahkan. Dengan demikian, penyerahan suatu instrumen tidak otomatis dapat
disamakan dengan penyerahan nilai apabila realisasi manfaatnya masih bersifat kontingen.

Berdasarkan konstruksi normatif tersebut, penggunaan cek sebagai mahar menimbulkan
problem konseptual dalam figih Islam. Cek pada dasarnya bukan uang, melainkan surat perintah
pembayaran yang keberlakuannya bergantung pada proses pencairan di lembaga perbankan.
Artinya, ketika cek diserahkan saat akad nikah, nilai ekonominya belum sepenuhnya berpindah
kepada istri karena masih memerlukan verifikasi dan ketersediaan dana pada rekening penerbit.
Situasi ini menyebabkan cek berada pada posisi ambigu: secara formal dapat merepresentasikan
nilai tertentu, tetapi secara substantif belum tentu menghadirkan kepastian manfaat pada saat
akad berlangsung. Temuan ini berbeda dengan penelitian (Azzahra, Alma, Azzahra, & Wismanto,
2024) mengenai mahar non-materi yang menekankan fleksibilitas bentuk mahar selama terdapat
manfaat yang jelas. Dalam kasus cek, persoalannya tidak hanya terletak pada bentuk, tetapi pada
kepastian realisasi manfaat dan perpindahan kepemilikan yang menjadi syarat utama dalam fiqih.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, cek dikategorikan sebagai surat berharga yang
memiliki fungsi utama sebagai alat pembayaran non-tunai dalam aktivitas perdagangan dan
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perbankan. Pengaturan mengenai cek termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD), khususnya Pasal 178 sampai Pasal 229, yang menegaskan bahwa cek merupakan surat
perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak
tertentu atau pembawa cek tersebut (Najhalifanjanib & Muhaimin, 2024). Karakter “tanpa syarat”
dalam cek menunjukkan bahwa instrumen ini dibangun atas asas kepercayaan dan kepastian
pembayaran dalam sistem perbankan. Namun demikian, keabsahan cek dalam hukum dagang
lebih berorientasi pada validitas administratif dan formalitas transaksi, bukan pada aspek
kepastian manfaat secara langsung sebagaimana dipersyaratkan dalam fiqih akad.

Secara praktis, penggunaan cek berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi
transaksi ekonomi modern yang tidak lagi bergantung pada perpindahan uang tunai secara fisik.
Bank Indonesia mencatat bahwa penggunaan instrumen pembayaran non-tunai meningkat secara
signifikan seiring perkembangan digitalisasi sektor keuangan dan perluasan layanan perbankan
nasional (Nuraha & Diaulhaq, 2025). Dalam konteks tersebut, cek diposisikan sebagai
representasi nilai yang mempermudah mobilitas transaksi dalam jumlah besar. Penelitian (Junaidi,
2024) menunjukkan bahwa cek memiliki fungsi ekonomis yang strategis karena mampu
mengurangi risiko penyimpanan uang tunai serta mempercepat proses transaksi bisnis. Akan
tetapi, efektivitas tersebut tetap bergantung pada dua faktor utama, yaitu ketersediaan dana pada
rekening penerbit dan keberhasilan proses pencairan di bank tertarik. Dengan kata lain, nilai yang
direpresentasikan cek belum otomatis dapat dinikmati penerima pada saat penyerahan dilakukan.

Karakter representatif inilah yang membedakan cek dari uang tunai dalam perspektif figih
muamalah. Uang tunai memiliki sifat nagdan karena nilai dan manfaatnya dapat digunakan
secara langsung setelah diterima, sedangkan cek hanya menjadi media klaim terhadap sejumlah
dana tertentu (Retnani, Masrukhin, & Syahniar, 2025). Dalam fiqih, perbedaan ini penting karena
berkaitan dengan kepastian objek akad (mahall al-‘aqd). Ketika suatu instrumen belum dapat
memberikan akses langsung terhadap nilai ekonomi yang dijanjikan, maka objek tersebut
berpotensi mengandung unsur ketidakpastian (gharar). Penelitian (Ramdhani & Luthfi, 2025)
menegaskan bahwa instrumen pembayaran non-tunai dalam hukum Islam hanya dapat diterima
apabila memiliki jaminan aksesibilitas dan kepastian realisasi manfaat. Oleh sebab itu, legalitas
formal cek dalam hukum positif belum otomatis dapat diterima sebagai legitimasi substantif
dalam fiqih.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya
cek kosong. Dalam praktik hukum perbankan, cek kosong terjadi ketika dana dalam rekening
penerbit tidak mencukupi untuk memenuhi nominal yang tercantum dalam cek pada saat
pencairan dilakukan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan cek tidak identik dengan
keberadaan dana secara aktual. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penerima cek
menunjukkan bahwa risiko kerugian akibat cek kosong masih menjadi persoalan serius dalam
sistem pembayaran Indonesia, terutama karena penerima sering kali berada pada posisi yang
lemah dalam pembuktian dan penagihan haknya (Pasaribu, 2022). Dalam konteks mahar, kondisi
ini menimbulkan implikasi yang lebih problematik karena menyangkut hak perempuan yang
seharusnya terlindungi sejak akad nikah berlangsung. Dengan demikian, risiko kegagalan
pencairan cek memperlihatkan bahwa instrumen ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tidak
sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan dalam hukum keluarga Islam.

Meskipun demikian, sebagian perkembangan fiqih kontemporer mulai membuka ruang
terhadap legitimasi instrumen pembayaran non-tunai melalui konsep gabd hukmi atau penyerahan
secara hukum. Dalam praktik ekonomi syariah modern, transfer bank dan uang elektronik telah
diterima sebagai bentuk transaksi yang sah selama memenuhi unsur kepastian, keamanan, dan
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dapat diakses oleh penerima (DSN-MUI, 2017) (Kamaluddin, 2022). Akan tetapi, cek memiliki
karakter yang berbeda dengan transfer digital karena realisasi nilainya masih tertunda dan
bergantung pada proses verifikasi pihak ketiga, yaitu bank. Perbedaan ini menunjukkan bahwa
penyamaan cek dengan instrumen non-tunai lain merupakan simplifikasi yang problematik. Oleh
karena itu, penggunaan cek sebagai mahar tidak dapat hanya dinilai berdasarkan fleksibilitas
bentuk transaksi modern, tetapi harus dianalisis secara lebih mendalam terhadap terpenuhi atau
tidaknya prinsip gabd dan kepastian kepemilikan dalam akad nikah.

Dalam fiqih muamalah, konsep gabd merupakan salah satu elemen fundamental yang
menentukan kesempurnaan perpindahan hak dalam suatu akad. Secara terminologis, gabd
dipahami sebagai penguasaan atau penerimaan terhadap objek transaksi sehingga penerima
memiliki kemampuan penuh untuk memanfaatkan objek tersebut tanpa hambatan dari pihak lain
(Sirait & Lubis, 2025). Mayoritas fugaha membedakan gabd ke dalam dua bentuk, yaitu gabd
haqiqi (penyerahan fisik langsung) dan gabd hukmi (penyerahan secara hukum atau administratif).
Perkembangan transaksi modern telah memperluas penerapan gabd hukmi, terutama dalam sistem
perbankan dan transaksi digital yang tidak lagi bergantung pada perpindahan fisik benda. Namun
demikian, perluasan tersebut tetap didasarkan pada asumsi bahwa penerima telah memperoleh
akses efektif terhadap manfaat ekonomi dari objek yang diserahkan. Dengan demikian, substansi
gabd dalam fiqih tidak berhenti pada tindakan simbolik penyerahan, tetapi pada kepastian
penguasaan terhadap nilai yang menjadi objek akad.

Dalam konteks mahar berbentuk cek, persoalan utama terletak pada apakah penyerahan
fisik cek dapat dikategorikan sebagai gabd yang sah menurut hukum Islam. Secara administratif,
penerima memang telah memperoleh dokumen cek pada saat akad berlangsung. Akan tetapi,
secara substantif penerima belum tentu dapat mengakses nilai yang tercantum dalam cek tersebut
sebelum dilakukan pencairan melalui bank. Situasi ini menunjukkan adanya pemisahan antara
penyerahan instrumen dan realisasi manfaat ekonomi. Penelitian (Ahmad, Husen, & Abidin, 2025)
menegaskan bahwa gabd hukmi dalam transaksi non-tunai hanya dapat diakui apabila objek
transaksi berada dalam kontrol efektif penerima tanpa adanya ketidakpastian yang signifikan.
Oleh sebab itu, penyerahan cek belum secara otomatis memenuhi unsur gabd apabila akses
terhadap dana masih bersifat potensial dan bergantung pada proses eksternal.

Permasalahan tersebut semakin jelas ketika dikaitkan dengan karakter hukum cek sebagai
surat berharga. Dalam hukum dagang, cek bukan alat pembayaran final, melainkan instrumen
perintah pembayaran yang efektivitasnya sangat bergantung pada keberadaan dana di rekening
penerbit (Krestianto, 2025). Artinya, meskipun cek telah berpindah tangan, hak ekonomi
penerima belum sepenuhnya pasti sampai bank melakukan pencairan. Dalam perspektif fiqih,
kondisi ini berpotensi mengandung unsur gharar karena terdapat kemungkinan objek akad tidak
dapat direalisasikan sesuai nominal yang disepakati. Temuan ini memperlihatkan bahwa terdapat
perbedaan paradigma antara hukum positif dan figih Islam: hukum dagang lebih menitikberatkan
pada legitimasi formal instrumen, sedangkan figih menekankan kepastian manfaat dan
perlindungan terhadap risiko ketidakjelasan objek akad (Ghoni, Dewi, Dewi, Awaluddin, &
Ginanjar, 2025).

Di sisi lain, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa perkembangan sistem
keuangan modern memungkinkan reinterpretasi konsep gabd secara lebih fleksibel. Instrumen
non-tunai seperti transfer bank dan uang elektronik telah diterima dalam praktik ekonomi syariah
karena dianggap mampu memberikan kepastian akses terhadap nilai ekonomi secara langsung
(DSN-MUI, 2017). Akan tetapi, penyamaan cek dengan transfer digital tidak sepenuhnya tepat.
Transfer bank bersifat real-time dan secara langsung memindahkan saldo ke rekening penerima,
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sedangkan cek masih memerlukan tahapan verifikasi dan berpotensi gagal dicairkan. Penelitia

(Zulfikar, 2020) menunjukkan bahwa validitas instrumen non-tunai dalam figih sangat

bergantung pada tingkat kepastian dan keamanan transaksi. Dengan demikian, karakter deferred

dan kontingen pada cek menyebabkan posisinya berbeda dari instrumen digital yang telah lebih
dahulu memperoleh legitimasi syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa problem utama penggunaan cek
sebagai mahar bukan semata-mata terletak pada bentuk non-tunainya, tetapi pada belum
sempurnanya proses gabd pada saat akad berlangsung. Ketika penyerahan mahar tidak disertai
kepastian akses terhadap manfaat ekonomi, maka tujuan perlindungan terhadap hak perempuan
dalam akad nikah berpotensi tidak tercapai. Temuan ini sekaligus memperlihatkan keterbatasan
penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menekankan fleksibilitas bentuk mahar tanpa
menguji secara mendalam aspek kepastian penguasaan objek akad. Oleh karena itu, penggunaan
cek sebagai mahar memerlukan parameter tambahan yang tidak cukup hanya didasarkan pada
pengakuan administratif dalam hukum positif, tetapi juga harus memenuhi prinsip kepastian
manfaat dan minimisasi gharar sebagaimana dituntut dalam fiqih Islam (Zulaikha, Nurjanah,
Faizin, & Ferliandi, 2022).

Dalam fiqih Islam, konsep kepemilikan (al-milk) memiliki kedudukan penting karena
menentukan legitimasi seseorang dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengalihkan suatu objek
hukum. Para fuqaha membedakan kepemilikan ke dalam dua bentuk, yaitu al-milk al-naqis
(kepemilikan tidak sempurna) dan al-milk al-tamm (kepemilikan sempurna). Kepemilikan
sempurna menuntut adanya penguasaan penuh terhadap manfaat dan substansi objek tanpa
adanya hambatan hukum maupun faktual. Dalam konteks mahar, prinsip ini menjadi krusial
karena mahar merupakan hak ekonomi istri yang harus dapat dimiliki secara nyata setelah akad
berlangsung. Oleh sebab itu, validitas mahar tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan
antara pihak suami dan istri, tetapi juga pada kepastian bahwa objek mahar benar-benar berada
dalam penguasaan yang sah dan dapat dimanfaatkan oleh penerima (Khairuddin, 2024).

Ketika konsep tersebut diterapkan pada mahar berbentuk cek, muncul persoalan mengenai
apakah penyerahan cek telah melahirkan kepemilikan sempurna bagi pihak istri. Secara formal,
penerima cek memang memperoleh dokumen yang merepresentasikan sejumlah nilai tertentu.
Akan tetapi, dokumen tersebut tidak identik dengan perpindahan dana secara aktual. Hak
penerima masih bergantung pada keberhasilan proses pencairan di bank serta ketersediaan saldo
pada rekening penerbit (Purba, Naibaho, Lumbantoruan, Zega, & Siallagan, n.d.). Dengan
demikian, kepemilikan atas nilai nominal cek masih bersifat potensial dan belum sepenuhnya
aktual pada saat akad berlangsung. Dalam perspektif figih, kondisi ini menunjukkan bahwa cek
lebih mendekati bentuk klaim terhadap harta dibandingkan harta itu sendiri. Oleh karena itu,
status kepemilikannya belum sepenuhnya memenuhi karakter al-milk al-tamm yang disyaratkan
dalam akad mahar.

Permasalahan kepemilikan ini menjadi semakin signifikan apabila dikaitkan dengan
kemungkinan terjadinya penolakan pencairan cek oleh bank. Dalam praktik hukum perbankan,
cek dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat administratif atau apabila saldo rekening
penerbit tidak mencukupi. Penelitian(Karinaningsih, Asikin, & Mulada, 2022) menunjukkan
bahwa sengketa cek kosong masih menjadi salah satu persoalan dominan dalam transaksi
pembayaran non-tunai di Indonesia karena lemahnya jaminan perlindungan terhadap penerima.
Situasi ini memperlihatkan bahwa kepemilikan yang lahir dari penyerahan cek bersifat tidak
stabil dan rentan terhadap kegagalan realisasi. Dalam akad komersial, risiko tersebut mungkin
masih dapat dinegosiasikan sebagai bagian dari hubungan bisnis. Namun, dalam konteks mahar,
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ketidakpastian tersebut berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak perempuan yang
seharusnya dijamin sejak awal akad nikah.

Sebagian pandangan kontemporer memang mencoba memperluas makna kepemilikan
dalam transaksi modern dengan menerima instrumen non-tunai sebagai representasi harta.
Pendekatan ini didasarkan pada perubahan sistem ekonomi yang tidak lagi bergantung pada
keberadaan uang tunai secara fisik. (Yulianti, 2025) misalnya, menegaskan bahwa mahar dapat
direkonstruksi sebagai akad finansial yang mengikuti perkembangan instrumen ekonomi modern
selama substansi manfaat tetap terjamin. Akan tetapi, pendekatan tersebut masih menyisakan
problem metodologis ketika diterapkan pada cek. Berbeda dengan transfer digital yang secara
langsung memindahkan saldo, cek hanya memberikan kemungkinan untuk memperoleh dana
pada masa setelah akad berlangsung. Dengan demikian, penerimaan cek sebagai mahar tanpa
parameter tambahan berpotensi mengaburkan batas antara kepemilikan aktual dan kepemilikan
potensial dalam figih Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa status kepemilikan dalam mahar
berbentuk cek bersifat problematik karena belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian yang
menjadi syarat al-milk al-tamm. Temuan ini menunjukkan bahwa legalitas administratif cek
dalam hukum positif tidak secara otomatis menghasilkan legitimasi substantif dalam hukum
Islam. Dalam konteks ini, figih lebih menekankan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian
dan ketidakjelasan hak penerima dibandingkan sekadar pengakuan formal terhadap instrumen
pembayaran (R. E. Putri, Lubis, Dewanda, & Wismanto, 2024). Oleh karena itu, penggunaan cek
sebagai mahar hanya dapat dipertimbangkan sah apabila terdapat jaminan yang memastikan
pencairan dana dan akses penuh penerima terhadap manfaat ekonominya. Tanpa jaminan tersebut,
penyerahan cek lebih tepat dipahami sebagai janji pembayaran daripada perpindahan kepemilikan
yang sempurna.

Analisis terhadap mahar berbentuk cek menunjukkan adanya perbedaan paradigma yang
mendasar antara fiqih Islam dan hukum positif Indonesia dalam memahami validitas suatu objek
tra nsaksi. Dalam hukum positif, validitas cek lebih ditentukan oleh terpenuhinya syarat
administratif dan formal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD). Selama cek memenuhi unsur formal seperti tanda tangan penerbit, tanggal penerbitan,
nominal pembayaran, dan nama bank tertarik, maka instrumen tersebut diakui sebagai alat
pembayaran yang sah (Sadjat, 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum positif
berorientasi pada kepastian prosedural dalam sistem transaksi modern. Sebaliknya, figih Islam
tidak berhenti pada legalitas formal, tetapi menilai substansi objek akad berdasarkan kepastian
manfaat, kepemilikan, dan minimisasi unsur gharar. Dengan demikian, meskipun cek sah secara
administratif, hal tersebut belum otomatis menjadikannya sah sebagai mahar dalam perspektif
figih.

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan adanya disharmoni normatif antara hukum
dagang dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum positif memandang cek sebagai
instrumen representatif yang cukup untuk melahirkan hubungan hukum pembayaran, sedangkan
figih menuntut adanya kepastian perpindahan manfaat ekonomi kepada penerima. Ketegangan ini
muncul karena akad nikah dalam hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan
kontraktual biasa, tetapi juga sebagai institusi perlindungan hak dan martabat perempuan.
Penelitian (Kutbaniyah, 2025) menunjukkan bahwa instrumen pembayaran dalam hukum perdata
modern cenderung menekankan efisiensi dan fleksibilitas transaksi, sementara hukum Islam lebih
menitikberatkan pada aspek perlindungan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan
instrumen non-tunai dalam akad nikah tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan penerapannya
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dalam transaksi bisnis komersial.

Meskipun demikian, perkembangan figih kontemporer memperlihatkan adanya
kecenderungan adaptif terhadap transformasi sistem ekonomi modern. Sejumlah ulama dan
praktisi ekonomi syariah mulai menerima bentuk transaksi non-tunai sebagai bagian dari
perkembangan muamalah mu‘asirah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
syariah. Penelitian (Abadi, 2022) menunjukkan bahwa transaksi non-tunai pada prinsipnya
diperbolehkan apabila memenuhi unsur transparansi, keamanan, dan kepastian akses terhadap
nilai ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa fiqih tidak menolak modernisasi instrumen
transaksi secara mutlak, melainkan menempatkan kepastian manfaat sebagai parameter utama.
Dalam konteks cek, persoalan muncul karena instrumen tersebut masih menyisakan kemungkinan
kegagalan pencairan yang secara langsung mempengaruhi hak penerima mahar.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, penelitian ini menemukan bahwa keabsahan
mahar berbentuk cek lebih tepat diposisikan sebagai sah bersyarat (conditional validity). Artinya,
cek dapat diterima sebagai mahar apabila disertai jaminan yang memastikan dana dapat dicairkan
secara nyata dan tanpa hambatan yang merugikan pihak istri. Pendekatan ini merupakan bentuk
sintesis antara fleksibilitas hukum positif dan prinsip kehati-hatian dalam fiqih Islam. Dengan
demikian, validitas cek tidak hanya bergantung pada keberadaan dokumen formal, tetapi juga
pada kepastian realisasi manfaat ekonomi yang terkandung di dalamnya (Fathorrozi, 2022).
Temuan ini berbeda dari sebagian penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menekankan
fleksibilitas bentuk mahar tanpa menguji tingkat kepastian objek akad secara substantif.

Implikasi dari temuan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dalam sistem
hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai mahar non-tunai
dalam Kompilasi Hukum Islam berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi
sengketa terkait pencairan cek setelah akad nikah berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan
formulasi norma yang lebih responsif terhadap perkembangan instrumen pembayaran modern
tanpa mengabaikan prinsip perlindungan dalam figih Islam (Muzaki & Akrimbillah, 2025).
Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum positif dan figih tidak dapat
dilakukan melalui penerimaan formal semata, tetapi harus dibangun melalui rekonstruksi konsep
kepemilikan dan gabd yang mampu menjawab perkembangan sistem transaksi kontemporer.
Dengan demikian, penggunaan cek sebagai mahar hanya dapat dibenarkan apabila prinsip
kepastian, perlindungan hak perempuan, dan minimisasi risiko ketidakjelasan tetap menjadi
prioritas utama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan mahar berbentuk cek dalam perspektif figih
Islam dan hukum positif Indonesia berada pada posisi yang kompleks karena adanya perbedaan
paradigma dalam memahami validitas objek akad. Dalam fiqih Islam, mahar tidak hanya
dipandang sebagai simbol dalam akad nikah, tetapi sebagai objek hukum yang harus memenuhi
unsur mal mutagawwim, kepemilikan sempurna (al-milk al-tamm), dan penyerahan (gabd) yang
jelas. Berdasarkan analisis terhadap konsep tersebut, penelitian ini menemukan bahwa cek belum
sepenuhnya memenuhi karakter kepemilikan dan penguasaan yang sempurna pada saat akad
berlangsung karena realisasi manfaat ekonominya masih bergantung pada proses pencairan dan
ketersediaan dana pada rekening penerbit. Dengan demikian, secara substantif cek lebih dekat
dipahami sebagai representasi klaim pembayaran daripada harta yang telah berpindah secara
aktual.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
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mengakui cek sebagai alat pembayaran yang sah dan memiliki kekuatan hukum dalam transaksi
keuangan modern. Akan tetapi, pengakuan formal tersebut tidak diikuti dengan pengaturan
spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam terkait penggunaan instrumen non-tunai sebagai mahar.
Kondisi ini melahirkan disharmoni normatif antara hukum dagang dan hukum keluarga Islam,
khususnya dalam menentukan standar kepastian hak penerima mahar. Oleh karena itu, penelitian
ini menyimpulkan bahwa keabsahan mahar berbentuk cek tidak dapat diposisikan sebagai sah
mutlak, melainkan sah bersyarat (conditional validity), yakni sepanjang terdapat jaminan nyata
bahwa dana dapat dicairkan dan penerima memperoleh akses penuh terhadap manfaat
ekonominya tanpa ketidakpastian yang merugikan.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian figih
kontemporer dengan mempertemukan analisis figih munakahat dan figih muamalah dalam
konteks instrumen pembayaran modern. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan
sistem transaksi non-tunai menuntut reinterpretasi terhadap konsep gabd dan kepemilikan agar
tetap relevan dengan dinamika ekonomi modern tanpa menghilangkan prinsip perlindungan dan
kepastian hukum dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan
kajian mengenai mahar berbentuk cek, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual untuk
memahami validitas instrumen pembayaran modern dalam akad yang berbasis syariah.
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